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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR    51      TAHUN 2010

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA (SATKER) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  MANDIRI PERDESAAN (PNPM – MP) DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI BANTUL

Menimbang

:    a.
bahwa untuk memperlancar  pelaksanaan administrasi  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP)  di Kabupaten Bantul dalam melakukan pencairan dan penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja ( Satker) ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,   perlu menetapkan  Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja ( Satker ) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP)) di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

:   1.   
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah    tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor  12, 13, 14, dan 15;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010;

9. Peratuiran Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2009 tentang Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010;

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;
Memperhatikan
: 1.  Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414/0012/PMD tanggal 5 Januari 2010 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2010;

2. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 414.2/4916/PMD tanggal 7 Desember 2009 tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Tahapan Kegiatan  PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2010;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:  
KESATU

:   
Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja ( Satker ) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP)    di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

:        Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja ( Satker ) adalah :

a. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;

b. menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan  Kabupaten Bantul  Tahun Anggaran 2010;

c. melakukan pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran PNPM Mandiri Perdesaan  Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010; dan

d. membuat laporan bulanan kepada Bupati Bantul.

KETIGA

:
Dalam melaksanakan tugasnya pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada  Bupati Bantul.

KEEMPAT

:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010.

KELIMA

: 
Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009,  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM

:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2010.

                                                                                     Ditetapkan  di Bantul

                                                                                     pada tanggal
   20 Januari 2010
                                                                                                  BUPATI BANTUL,

                                                                                                M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati  ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta

2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DIY.

4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul

5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul

6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul

7. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul

8. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

                                                                                    Lampiran 
 







            Keputusan Bupati Bantul

                                                                      
  NOMOR     51    TAHUN 2010








 Tanggal    20 Januari 2010

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

SATKER PNPM-MP

KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2010

	NO.
	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN SATKER


	JABATAN DALAM DINAS
	NAMA DAN NIP

	1.
	Kuasa Pengguna Anggaran
	Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul 
	Susanto SH MM.

NIP. 195809171986031006

	2.
	Pejabat Pembuat Komitmen / PPTK / PJO Kab
	Kasie UED dan Pendayagunaan TTG Kantor PMD Bantul
	Suripto S.TP.

NIP. 196007051981031011

	3.
	Pejabat Yang Menandatangani SPM
	Kasubag.TU . Kantor PMD Kab. Bantul
	Drs. Remigio. FM. Corbafo

NIP. 195910111982041002

	4.
	Bendahara Pengeluaran
	Staf Kantor PMD Kab. Bantul
	Sri Sudiyati.

NIP. 196506231993032003

	5.
	Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan Imogiri 
	Kasi Ekobang Kecamatan Imogiri
	Yulius Suwarno

NIP. 195406131984031004

	6.
	Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan Piyungan
	Kasi Ekobang Kecamatan Piyungan
	Roy Robert Edison Bone.AP

NIP. 197302231993011002

	7.
	Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan Dlingo 
	Kasi Ekobang Kecamatan Dlingo
	Drs. Bangun Rahino

NIP. 196509091987031007

	8.
	Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan Pajangan 
	Kasi Ekobang Kecamatan Pajangan
	Rr. Gonel Sudarmi

NIP. 196707241994032003

	9.
	Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan Kretek
	Kasi Ekobang Kecamatan Kretek
	Suyanto. S. Sos

NIP. 196003191989011001


                                                                                                  BUPATI BANTUL,

                                                                                                 M. IDHAM SAMAWI

